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IMPLEMENTASI RESTORASI GAMBUT:
PEMBERDAYAAN DAN PEMANFATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Febri Yuliani
Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau

Email: febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK
Keterlibatan masyarakat untuk mengurangi tingkat ancaman dan kerusakan pada lahan gambut 
menjadi sangat besar mengingat bahwa adanya interaksi dengan pola pemanfaatan dan laju 
kerusakan. Hal yang sangat penting dan dapat dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana 
mengarahkan masyarakat dalam mengelola lahan gambut untuk kepentingan pemanfaatan dengan 
pola budaya tradisionil (kearifan lokal) yang memadukan antara pengembangan teknologi 
budidaya dan nilai budaya bertani. Hutan rawa sebagai salah satu tipe hutan yang ada di Indonesia 
mempunyai peranan yang penting dan strategis karena keunikan lokasinya, karakteristik hutan dan 
gambutnya, kekayaan dan keanekaragaman flora dan faunanya serta fungsinya dalam ekosistem 
global. Walaupun demikian, kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang mendiami wilayah-
wilayah hutan rawa pada umumnya tergolong miskin dan bergantung hidupnya dengan hutan. 
Konsekuensi dari rendahnya pendapatan adalah masyarakat semakin tergantung pada sumber 
daya lahan, semakin sulit mengembangkan potensi diri, standar minimal kebutuhan masyarakat 
sulit terpenuhi, dan pada akhirnya masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam program 
pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan cara untuk mengangkat harkat dan 
martabat masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Agar 
kegiatan pemberdayaan dapat lebih terarah diperlukan suatu model pemberdayaan masyarakat di 
dalam dan sekitar hutan rawa bergambut. Dengan memanfaatkan informasi dari para penyuluh 
yang berkompeten, sehingga apabila permasalahan dari petani adalah sulitnya pencarian informasi. 
Dengan begitu penyuluh terus mengupdate permintaan dan penawaran di pasar global.
Kata kunci : Restotari gambut, pemberdayaan masayarakat, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN
Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang 

sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi 
terhambat oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan 
rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan 
proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan 
tranportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya 
merupakan proses pedogenik (Hardjowigeno, 1986).

Isu dalam pengelolaan gambut antara lain adalah: (1) Isu Lingkungan Hidup/
Konservasi, Pengelolaan Gambut sering dikaitkan dengan isu lingkungan hidup dan 
kehutanan; Contoh : Pengembangan Lahan Gambut (PLG) & pengembangan Gambut oleh 
masyarakat di beberapa Kabupaten di Riau yang ternyata masih masuk ke dalam kawasan 
hutan. (2). Isu Pengelolaan Air, Selain berfungsi sebagai jaringan air, gambut juga menjadi 
sumber air juga perlu dipertimbangkan. (3). Isu Pengelolaan Gambut, Pengelolaan Gambut 
dikaitkan dengan penggunaan lahan gambut pada saat ini dan masa yang akan datang. 
Saat ini banyak lahan gambut yang sudah dimanfaatkan . Kedepannya akan banyak lahan 
gambut yang diubah menjadi perkebunan sawit dan daerah industry. Maka dari itu 
pengelolaan gambut harus segera direncanakan dan dilaksanakan (4) Isu Regulasi Gambut, 
Sampai saat Kriteria Perencanaan (KP) Gambut,dan pengelolaan Gambut menjadi Isu 
strategis bagi pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan meliputi : (1) pendekatan 
multistakeholder, (2) ‘satu peta’ untuk restorasi, (3) desain kelola air, (4) rehabilitasi, (5) 
pelibatan masyarakat, (6) pemanfaatan HHBK yang lestari, serta (7) pendekatan terhadap 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

mailto:febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id
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Sebelum penguraian lebih dalam, kita melihat bagaimana sejarah pengembangan
dan pengelolaan gambut di Indonesia, yaitu : 1920 dilakukan Pengembangan Gambut
secara spontan (2.4 juta ha), tahun 1970 dilakukan kebijakan dengan Program reklamasi
rawa oleh pemerintah dengan program transmigrasi dan produksi tanaman pangan seluar
1.3 juta ha, tahun 1980 Pihak swasta mulai berinvestasi di lahan gambut dengan
pemanfaatan Kayu, Kertas, kelapa sawit, bio-fuel, tambak udang, dll. Pada Tahun 1997
merupakan titik balik dimana dilakukan : Mega rice project Kalteng, terjadinya krisis
moneter tahun 1997/98, terjadinya Reformasi, desentralisasi dan dukungan politik hilang
(Decade of neglect) dan terjadinya ekspansi sektor swasta. Selanjutnya tahun 2007 terjadi
juga titik balik antara lain : COP-13 (Conference of Parties) Climate Change Conference di
Bali Desember 2007 dan dilanjutkan dengan dialog Kebijakan Strategi Rawa dan Gambut.
Tahun 2009 tercipta komitmen untuk 26% penurunan GRK (Gas Rumah Kaca) pada tahun
2020. 87% dari tujuan akhir ini ditempuh dengan mengurangi emisi dari penebangan
hutan dan konversi lahan gambut. Tahun 2011-2013 Pemerintah menetapkan
Moratorium. Tahun 2013 tepatnya Februari 2013: REDD+ (Reducing Emission from
Deforestation and Degradation) melakukan project yang pertama di Indonesia.
Selanjutnya pada bulan Maret 2013 dilaknsanakan Rencana Aksi Bersama untuk
memperbaiki tata kelola hutan.

Sementara itu Timeline Kebijakan Pengembangan Dan Pengelolaan Rawa Dan
Gambut Di Indonesia ditandai dengan : Pada tahun 2008 National Lowland Development
Strategy (NLDS) dimana dilakukan perumusan roadmap untuk daerah rawa di Indonesia,
selanjutnya tahun 2008 dilakukan Masterplan Ex-Mega Rice Project (ERMP) yang
merupakan pedoman teknis dan lainnya untuk rehabilitasi dan pembangunan
berkelanjutan. pendekatan spasial, menggunakan lanskap eko-hidrologi sebagai dasar dan
makro-zonasi serta manajemen unit untuk perencanaan tindakan selanjutnya. Tahun
2012, batu loncatan berikutnya adalah dengan adanya WACLIMAD yaitu Strategi
Pengelolaan Rawa dan Gambut Nasional-Regional serta dilakukan Dialog kebijakan/
harmonisasi antar sektor. QANS Mengumpulkan dan mengembangkan data rawa pada
daerah di mana data WACLIMAD masih menunjukkan kekurangan, atau pada area yang
masih belum lengkap dan pada daerah yang masih terhambat dengan penerapan
kebijakan yang berkelanjutan. Fokus pada propinsi Riau dan Kalimantan Barat dan
beberapa isu penting, seperti tingkat keakuratan peta gambut, identifikasi mata
pencaharian yang cocok untuk daerah adaptif, penilaian daerah pertanian yang masih di
bawah, identifikasi ketidakkonsistenan dan celah pada perundang-undangan.

METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif dan mengandalkan data sekunder dari buku,

bahan berbasis internet, artikel jurnal, pernyataan kebijakan, dan publikasi pemerintah
terkait lainnya. Selanjutnya dialakukan dianalisis terhadap kontennya. Tujuan dari studi
ini adalah untuk: menganalisa restorasi gambut di Indonesia dan menganalisa
pemberdayaan masyarakat pada kawasan gambut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanyaan mendasar berkaitan dengan restorasi gambut adalah apa saja

kebijakan dan aksi pemerintah dalam melindungi dan merestorasi gambut?. Restorasi
ekosistem gambut dijalankan dengan mengacu pada panduan teknis yang diterbitkan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di 2017. Dalam Panduan tersebut
meliputi instruksi tentang bagaimana mengembalikan fungsi hidrologis dari ekosistem
gambut melalui pemasangan sekat kanal (dengan limpasan atau tanpa limpasan), stasiun
pemantauan curah hujan, sumur pemantauan tinggi muka air tanah manual, alat
pemantau tinggi muka air tanah otomatis (data logger), dan juga bagaimana memulihkan
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vegetasi. Panduan tersebut mengatakan bahwa restorasi gambut dijalankan melalui
suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya yang dilakukan untuk restorasi gambut dilakukan
melalui beberapa tahapan dimana, Tahapan Restorasi Gambut antara lain : (1).
Perencanaan (Survei, Analisis Data Survei, Rencana Pemulihan, Persiapan Pemulihan). (2).
Pelaksanaan (restorasi fungsi hodrologis, Rehabilitasi vegetasi/revegetasi, Teknik lain
sesuai Iptek). (3). Pemantauan dan Pelaporan (lokasi yang dipantau, aspek yang dipantau,
metode dan Teknik pemantauan, laporan Hasil pementauan). (4). Evaluasi (Tingkat
kesuksesan, rekomendasi perbaikan) Kegiatan pembangunan sering harus dijalankan
tanpa bisa menunggu segala sesuatunya dalam keadaan siap, termasuk kegiatan-kegiatan
pembangunan berbasis lahan di dalam ekosistem gambut.

Restorasi gambut sebagai bagian dari kegiatan pembangunan juga demikian.
Pelaksanaan kegiatan restorasi gambut dipandang mendesak dan harus segera
dilaksanakan, walaupun dalam kondisi data, pengetahuan, dan teknologi yang masih serba
terbatas. Dalam jangka pendek, restorasi gambut memang diorientasikan untuk mencapai
target restorasi gambut seluas 2,49 juta hektar hingga tahun 2020. Namun, dalam jangka
panjang pemerintah harus berupaya membangun pondasi yang kokoh untuk
penyelenggaraan pemulihan ekosistem gambut yang lebih komprehensif dan sistematis
dalam skala yang lebih luas pasca tahun 2020. Hal ini menjadi bagian yang tidak kalah
penting dan strategis, termasuk didalamnya pemerintah harus menyiapkan instrumen
kerja dan infrastruktur kelembagaan pemulihan ekosistem gambut yang lebih
komprehensif dan sistematis dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekosistem dan
system kelembagaan yang ada. Pemahaman yang memadai terhadap restorasi ekosistem
didukung oleh pengetahuan tentang ekosistem dan suksesi. Dalam konteks suksesi, teori
ekosistem dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu teori ekosistem klasik dan
kontemporer (Kimmins, 1997).

Teori ekosistem klasik menyatakan bahwa stabilitas ekosistem dicapai melalui
proses suksesi yang pada prosesnya menuju pada level keseimbangan yang dinamis. Teori
klasik ini menggunakan asumsi bahwa suksesi pada level klimaks bersifat tertutup (close
nature). Sebaliknya, teori kontemporer menyatakan bahwa perkembangan ekosistem
dapat melalui lintasan suksesi yang tidak satu arah. Asumsi utama teori ini adalah bahwa
ekosistem bersifat terbuka. Suksesi merupakan perubahan komposisi spesies dan asosiasi
perubahan substrat dalamwaktu yang lama. Perubahan yang dimulai dari kondisi substrat
baru (bare land) dan berlangsung tanpa gangguan katastropik disebut dengan suksesi
primer. Jika perubahan terjadi setelah adanya gangguan yang merusak tetapi tidak sampai
memusnahkan komunitas biotik ekosistem tersebut disebut suksesi sekunder. Suksesi dan
restorasi pada hakekatnya berhubungan erat karena suksesi meringkas perubahan tapak
dan spesies dalam waktu yang lama, sedangkan restorasi dengan maksud tertentu adalah
memanipulasi perubahan tersebut (Walker dkk., 2007).

Suksesi mempunyai banyak kemungkinan lintasan dan perubahan tipe organisme,
tergantung pada kondisi awal dantujuan akhir yang diharapkan. Menurut Aroson, dkk.
(1993).turunan dari restorasi yaitu: reklamasi (pembenah tapak), rehabilitasi (perbaikan
fungsi ekosistem), realokasi (perubahan untuk fungsi baru) dan bioremediasi
(pengurangan toksin pada tapak). Tindakan restorasi ekosistem gambut mungkin bisa
berawal dengan metode restorasi mana saja (reklamasi, rehabilitasi, realokasi, atau
bioremediasi), tergantung dari kondisi kerusakan dan tujuan restorasinya. Berdasarkan
kerangka teori tersebut setidaknya terdapat dua hal utama yang harus diperhatikan dalam
perumusan pendekatan dan kerangka kerja restorasi ekosistem gambut, yaitu: (1)
Restorasi ekosistem gambut merupakan manajemen suksesi yang menuntut adanya
skenario jangka panjang karena akan melalui beberapa tahapan suksesi; dan (2) Restorasi
ekosistem gambut memerlukan infrastruktur kelembagaan yang relatif permanen, agar
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dapat konsisten mengawal dan memonitor proses dan kemajuan kegiatan restorasi
gambut untuk memastikan lintasan suksesi sesuai dengan yang direncanakan. Namun
demikian, penerapan restorasi sebagaimana arahan konsep restorasi, suksesi, dan
ekosistem secara ideal tidak mungkin diterapkan dan selesai dalam jangka waktu 5 tahun
(2016-2020).

Padahal Perpres Nomor 1 Tahun 2016 memperlihatkan secara implisit mengenai
urgensi dan kemendesakan restorasi gambut, terutama dipicu oleh kebakaran lahan
gambut berulang dengan dampak negatif yang luas, bahkan menjangkau dan mengganggu
negara-negara tetangga. Dua pendekatan dalam penyelenggaraan restorasi gambut, yakni
pendekatan respon cepat (quick response) dan pendekatan komprehensif-sistematis
(comprehensive and systematic approach). Pendekatan respon cepat diarahkan untuk
menurunkan risiko terjadinya kebakaran berulang pada bagian-bagian KHG tertentu
melalui pembangunan infrastruktur dan operasi pembasahan lahan gambut serta
kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan penyebab
terjadinya kebakaran. Dilakukan pula riset-riset dan pengembangan teknologi tepat guna
untuk kepentingan perencanaan, pemanfaatan dan pemantauan lahan gambut yang efektif
dan efisien. Sementara pendekatan komprehensif-sistematik diarahkan untuk
membangun benchmark pemulihan ekosistem gambut berbasis KHG yang komprehensif
dan sistematis, yang dapat diarusutamakan secara sistemik dalam perencanaan dan
kegiatan pembangunan di lembaga pemerintah dan pemerintah daerah terkait secara
berjenjang serta pada rencana-rencana usaha/kegiatan para pihak penanggung jawab
restorasi gambut di tingkat tapak. Pemulihan ekosistem gambut secara komprehensif dan
sistematis diharapkan menjadi business process utama dalam pemulihan ekosistem
gambut pasca tahun 2020.

Dalam konteks penyelenggaraan desa, program Desa Peduli Gambut (DPG) dapat
diintegrasikan dalam empat bidang utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara
simultan. Artinya DPG harus menjadi bagian dari kesatuan sistem perencanaan
pembangunan dan penganggaran desa secara partisipatif. Juga dalam aspek kebijakan
strategis dilindungi oleh peraturan desa, paling tidak untuk aspek penataan ruang, batas
desa, dan kelembagaan ekonomi. Sisi pemberdayaan masayarakat pada Kawasan gambut
dapat dilakukan melalui konsep pengembangan sistem paludikultur untuk pengelolaan
lahan basah lestari.

Penerapan sistem paludikultur pada hakikatnya merupakan upaya untuk
mengembalikan konsep pengelolaan lahan rawa gambut ke arah yang seharusnya, sesuai
dengan daya dukung dan karakteristik lahan rawa gambut sebagai ekosistem lahan basah.
Pada lahan rawa gambut yang masih alami, paludikultur dapat diterapkan agar nilai
tambah suatu lahan dapat meningkat dan Membangun ekonomi lahan basah dengan
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paludikultur berarti memperoleh manfaat ekonomi lahan basah tanpa melakukan
pengeringan lahan (kondisi alami). Hal ini dilakukan dengan : (1) Memunggut
tumbuhan/hewan dengan mengatur pola pemunggutan (kuota); (2) Membudidayakan
tanaman asli lahan basah atau tanaman lain yang tahan genangan; (3) Melakukan rekayasa
lahan agar tidak tergenang (sistem surjan, kolam tanggul, dll); dan (4) Budidaya tanaman
dengan mempertimbangkan musim dan pasang-surut air (Budidaya tanaman di rawa
lebak).

Pengembangan dan penguatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama berbasis gambut
dalam kerangka program Desa Peduli Gambut akan dapat berkontribusi signifikasi
terhadap perubahan status 1.205 desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa
berkembang, atau sama dengan berkontribusi terhadap pencapaian kurang lebih 24,1
persen target nasional. Dalam konteks penyelenggaraan desa, program Desa Peduli
Gambut dapat diintegrasikan dalam empat bidang utama yaitu penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat secara simultan. Artinya Desa Peduli Gambut harus menjadi bagian dari
kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran desa secara partisipatif.
Juga dalam aspek kebijakan strategis dilindungi oleh peraturan desa, paling tidak untuk
aspek penataan ruang, batas desa, dan kelembagaan ekonomi.

Pertanyaan apakah masyarakat yang hidup di kawasan lahan gambut
menyebabkan kerusakan lingkungan atau justru sebaliknya, sering menjadi perdebatan
panjang. Yang jelas, ada sebagian masyarakat yang aktivitasnya (secara langsung atau
tidak, secara sadar atau tidak) turut memberikan kontribusi bagi kerusakan ekosistem
lahan gambut. Sementara sebagian lainnya (secara sadar atau tidak, secara langsung atau
tidak) justru telah memberikan kontribusi bagi kelestarian ekosistem tersebut. Kontribusi
bagi kerusakan Berikut ini adalah bentuk-bentuk aktivitas masyarakat yang ditengarai
secara langsung atau tidak dapat menyebabkan kerusakan ekosistem gambut: (a)
Pemilihan lahan budidaya pertanian yang kurang tepat Karena keterbatasan lahan. (b).
Teknik budidaya yang kurang tepat Teknik budidaya tanaman seperti pembukaan lahan,
tata air, penataan lahan, dan pemilihan komoditas yang kurang tepat dapat menyebabkan
kerusakan lahan gambut. Bentuk kerusakannya antara lain kekeringan, penurunan
permukaan tanah secara drastis, dan kebakaran. (c). Pembalakan liar (Ilegal Loging) llegal
loging merupakan pengambilan kayu hutan secara tidak sah (sehingga merugikan negara)
dan cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan pelestarian lingkungan.

Selanjutnya Kontribusi bagi Pelestarian antara lain: (a).Peran gambut sebagai
penjaga iklim. (b). Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kebakaran lahan gambut.
(c). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan gambut. (d).Optimalisasi
pemanfaatan lahan gambut melalui agroforestry. (e).Optimalisasi pemanfaatan lahan
gambut melalui Usaha Tani Terpadu. (f). Optimalisasi pemanfaatan saluran di lahan
gambut untuk perikanan. Untuk menujudkan semua itu perlu adanya Prinsip-Prinsip
Pemberdayaan Pada Kawasan Gambut, yang meliputi : Kesetaraan, Partisipatif,
Keswadayaan dan Berkelanjutan. Sedangkan Strategi Pemberdayaan Pada Kawasan
Gambut, meliputi : (1). Mulailah dari apa yang masyarakat miliki. (2). Berlatih dalam
kelompok, (3). Pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok, (4). Pelatihan
khusus, (5). Mengangkat kearifan budaya local, (6). Bantuan sarana, yang terdiri dari
antuanmodal stimulant dan bantuan konservasi lahan, (7). Dilaksanakan secara bertahap.

Untuk mengkaji dan menyusun Rencana Secara Partisipatif Pada Kawasan Gambut
dimulai dari dasar Pertimbangan, yaitu : Perencanaan secara partisipatif dilatarbelakangi
oleh gagal dan terbengkalainya sebagian besar program pembangunan masyarakat yang
perencanaannya dilakukan secara top down. Melalui perencanaan dari atas, terbukti
partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan menjadi sangat
rendah. Mereka tidak merasa memiliki sehingga merasa tidak perlu bertanggung jawab.
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Sebaliknya, kegiatan-kegiatan swadaya yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan
oleh masyarakat justru jarang terbengkalai. Sedangkan Pertimbangan yang menjadi dasar
pentingnya kajian dan perencanaan partisipatif pada Kawasan Gambut: (1). Masyarakat
memiliki pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungannya, karena sebagian besar
waktunya dihabiskan untuk berada di lingkungannya. Meskipun sering belum menyadari
dan belum mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut, tetapi dengan didampingi
oleh fasilitator, mereka terbukti akan mampu mengenalinya. (2). Masyarakat memahami
potensi dan kemampuan yang dimiliki, meskipun belum mampu mengidentifikasinya
secara eksplisit. Melalui pendampingan, mereka akan mampu mengidentifikasi
kemampuan tersebut secara jelas dan tepat sesuai kemampuannya. (3). Masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam memilih arah serta
melaksanakan kegiatan pembangunan yang menyangkut dirinya dan lingkungannya. (4).
Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sebagai
subyek, masyarakat menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan
agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
pembangunan. (5), Masyarakat akan lebih merasa bangga dan lebih memiliki, sehingga
turut bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan pembangunan.

KESIMPULAN
Program restorasi gambut sudah terbukti ampuh mengurangi tingkat kebakaran

hutan dan lahan serta menekan emisi dari sektor lahan. Ini tentu menjadi modal penting
dan sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Untuk
mewujudkan restorasi gambut berjalan secara efektif dan dapat berkelanjutan, maka
perlu dilakukan sejumlah langkah untuk memperkuat penyelenggaran restorasi gambut
antara lain : Penguatan Kelembagaan, Kerjasama semua pihak, melibatkan perusahaan
dan perlu adanya perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka Panjang. Lahan
gambut di Indonesia merupakan ekosistem yang sangat penting, oleh karenanya perlu
dikelola secara berkelanjutan. Upaya restorasi juga harus dilakukan dengan melibatkan
masyarakat setempat. Pembentukan desa-desa peduli gambut di sekitar KHG sangat
efektif dalam upaya pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.
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ABSTRAK
Capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu
organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, oleh karena itu
diperlukan Kerjasama seluruh pihak salah satunya dalam bentuk pengabdian masyarakat dalam
pemberdayaan kelompok mangrove sebagai jembatan ilmu bagi kelompok nelayan. Kegiatan
pengabdian ini bertujuan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitasnya
mengembangkan sumberdaya yang potensial tersebut sehingga bisa menjadi support financial
bagi Kelompok Nelayan mangrove. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman serta keterampilan masyarakat terkait budidaya mangrove khususnya kelompok
sasaran yaitu kelompok Harapan Bersama. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan model
enthrepreneurship capacity building (ECB). Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah Koperasi
Berkah Jaya Bersama dan Kelompok Nelayan Mangrove Harapan Bersama. Kegiatan pengabdian
berupa pelatihan dan penguatan kemampuan Kelompok Nelayan terkait permasalahan yang
sedang dihadapi. Hutan Mangrove merupakan salah satu komunitas tumbuhan yang hidup di
kawasan pinggiran pantai. Ekosistem mangrove, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai
pelindung lingkungan memiliki peran yang amat penting dalam aspek ekonomi dan ekologi bagi
lingkungan sekitarnya. Peranan Mangrove sangat besar bagi kehidupan darat maupun laut
karena mampu mencegah abrasi dan intrusi air laut ke arah daratan, serta mempertahankan
keberadaan spesies hewan laut penghuni kawasan mangrove.
Kata kunci: Capacity Building, Pemberdayaan, Entrepreneurship

PENDAHULUAN
Berdasarkan luasnya kawasan, hutan mangrove Indonesia merupakan hutan

mangrove terluas di dunia yaitu ± 2,5 juta hektar melebihi Brazil 1,3 juta ha, Nigeria 1,1
juta ha dan Australia 0,97 ha. Namun demikian, kondisi mangrove Indonesia baik secara
kualitatif dan kuantitatif terus menurun dari tahun ke tahun. Selain terkenal akan wisata
pantai karena terletak di pesisir Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis juga memiliki wisata
mangrove. Namanya Ekowisata Mangrove Pangkalan Jambi, salah satu wisata alam yang
menyuguhkan hutan mangrove di pesisir Selat Bengkalis. Di lahan seluas 300 hektar
ini.Abrasi yang terus menggerus sebagian pesisir wilayah Bukit Batu sejak 20 tahun
terahir menjadi ancaman warga sekitarnya.

Desa Pangkalan Jambi secara administratif merupakan salah satu desa di
Kecamatan Pangkalan Jambi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Siak Kecil,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Secara umum, Desa Pangkalan Jambi didominasi
oleh wilayah perairan, perkebunan dan pertanian. Wilayah perairan di Desa Pangkalan
Jambi merupakan perbatasan langsung dengan Selat Bengkalis yang memiliki potensi
hasil laut yang sangat besar, namun juga memiliki resik abrasi dan pencemaran air laut
yang tinggi. Dilihat dari segi potensi, selat Bengkalis menyimpan potensi hasil laut
berupa ikan terubuk dan ikan Lome yang bernilai ekonomis tinggi, selain itu Selat
Bengkalis merupakan gerbang menuju Selat Malaka yang memiliki hasil laut sangat
besar. Namun selain potensi yang sangat besar, wilayah ini juga terancam laju abrasi
yang tinggi, hutan mangrove yang rusak di sepanjang pesisir pantai membuat laju abrasi
hampir mencapai 5 meter per tahun. Kondisi ini bahkan memaksa pemukiman

mailto:Afrizalhi@lecturer.unri.ac.id
mailto:mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id
mailto:mayarni@lecturer.unri.ac.id
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penduduk di pesisir dislokasi ke daerah daratan yang lebih jauh dari pantai akibat
tergerus abrasi.

Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Siak Kecil juga
merupakan potensi perdagangan tersendiri dimana arus logistik dari dan ke pusat
Kabupaten Bengkalis akan melalui wilayah ini, didukung keberadaan jalan lintas timur
Sumatera yang sudah terhubung dengan baik membuat wilayah ini sangat potensial
untuk berkembang.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kelompok Nelayan mangrove diantaranya:
1. Belum efektifnya Kelompok Nelayan mangrove dalam praktek pengembangan

dan pengelolaan hutan mangrove beserta keanekaragaman hayati didalamanya,
padahal potensinya sangat bagus sekali.

2. Belum tersedianya wadah yang dapat mengkoordinir Kelompok Nelayan untuk
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru terkait pengelolaan hutan
mangrove

3. Kerinduan Kelompok Nelayan akan pembinaan termasuk pengembangan
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan terkait pembudidayaan mangrove
sehinga bisa menjadi icon daerah ataupun mampu mengurangi tingkat abrasi
yang signifikan di desa pangkalan jambi.

4. Masih rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat sebagai bekal
pengembangan dan pemanfaatan kawasan mangrove.

5. Terbatasnya modal serta sarana dan prasarana desa untuk pengembangan dan
pemanfaatan kawasan mangrove.

6. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan
mangrove

Potensi yang baik ini perlu dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan per-
ekonomian masyarakat, salah satunya melaui pengembangan hutan mangrove, Untuk
itu perlu peranan kelompok nelayan dalammenyokong perekonomian keluarga. Sebagai
perwujudan peningkatan ekonomi masyarakat, sangat dibutuhkan peran strategis
berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, dan semua stakeholder termasuk
masyarakat pelaku ekonomi itu sendiri. Dalam hal ini, Partisipasi Universitas Riau
dalam pembangunan wilayah pesisir, khususnya kelompok nelayan, melalui pelak-
sanaan kegiatan pengabdian dengan judul “Capacity Building Kelompok Nelayan Mang-
rove Wilayah Pesisir Desa Pangkalan Jambi Kabupaten Bengkalis”.

METODE
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa pangkalan jambi kecamatan bukit batu

kabupaten bengkalis dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan
masyarakat sekitar. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan model entrepreneurship
capacity building (ECB) terkait erat dengan kemampuan berwirausaha dan meng-
hasilkan produk inovatif dari mangrove dan diharapkan berdampak pada perekonomian
kelompok. Metode kegiatannya sebagai berikut: (1) Penyuluhan dan tanya jawab
interaktif dengan masyarakat desa. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat desa setempat
dan difasilitasi oleh Ketua Ketua Koperasi Berkah jaya Bersama dan Kelompok
Harapan Bersama; (2) Seminar kewirausahaan yang bertema pengembangan inovasi
produk unggulan bahan baku mangrove untuk meningkatkan perekonomian masya-
rakat. Kegiatan ini diikuti oleh segenap anggota PKK dan Kelompok Nelayan harapan
bersama; (3) Memberikan pengarahan tentang pentingnya pemasaran dalam mening-
katkan perekonomian masyarakat melaui digitalisasi. Mitra dari kegiatan pember-
dayaan masyarakat ini adalah seluruh anggota kelompok nelayan harapan Bersama dan
beberapa perwakilan apparat desa pangkalan jambi serta pengelola koperasi berkah
jaya Bersama Pangkalan Jambi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan yang telah dilakukan bersifat formal yaitu mengadakan seminar umum

Bersama kelompok nelayan mangrove yang digelar di pendopo kelompok mangrove
pangkalan jambi dengan semangat pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun dan mengembang-
kan inovasi yang bersifat peningkatan perekonomian dengan cara mendorong melalui
penambahan wawasan maupun pengetahuan, memotivasi dan membangkitkan kesa-
daran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat(Minarni et al., 2017).

Menurut Milen (2004:12), Capacity atau kapasitas diartikan sebagai kemampuan
individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara
efisien, efektif dan terus menerus. Menurut Brown (dalam Haryanto, 2014:19), capacity
building atau pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan
kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-
tujuan yang akan dicapai.

Bank Dunia (dalam Haryanto, 2014: 17) menekankan kapasitas ke dalam lima
aspek, yaitu: (1) pengembangan SDM, training, rekrutmen dan pemutusan pegawai
profesional, manajerial dan teknis, (2) keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses,
sumberdaya dan gaya manajemen, (3) networking, berupa koordinasi, aktifitas
organisasi, fungsi, serta interaksi formal dan informal, (4) lingkungan organisasi, yaitu
aturan, undang-undang yang mengatur pelayanan publik, tanggungjawab dan
kekuasaan, kebijakan seta daya dukungan keuangan atau anggaran, dan (5) lingkungan
secara luas, meliputi: faktor-faktor politik, ekonomi, dan kondisi yang mempengaruhi
kinerja. Grindle, Marilee (dalam Haryanto, 2014: 19), mengatakan pengembangan
kapasitas merupakan upaya yang ditujukan untuk mengembangkan berbagai strategi
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas kinerja pemerintah.
Brown (dalam Haryanto, 2014: 19) menjelaskan pengembangan kapasitas sebagai suatu
proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu
sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai. Asosiasi Pemerintah Kota
Seluruh Indonesia (dalam Haryanto, 2014: 20) mendefinisikan pengembangan kapasitas
sebagai pembangunan atau peningkatan kemampuan (capacity) secara dinamis untuk
mencapai kinerja dalammenghasilkan output dan outcome pada kerangka tertentu. Dari
berbagai penjelasan tentang pengembangan kapasitas di atas, pengembangan kapasitas
dapat disimpulkan sebagai proses peningkatan kemampuan individu atau organisasi
atau komunitas untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, output, outcome yang telah
ditentukan.

Tingkat abrasi yang tinggi serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
kelestarian mangrove membuat kawasan mangrove di pesisir Bukit Batu semakin
terdegradasi. Saat ini, Program Konservasi dan Revitalisasi Kawasan Mangrove oleh CSR
Pertamina telah berhasil merehabilitasi kawasan mangrove sepanjang 7 km melalui
penanaman 10.000 bibit (2017) dan 10.000 bibit (2018) mangrove jenis bakau dan api-
api yang terbagi di wilayah Ring 1 yang terdiri dari Desa Batang Duku, Kelurahan Sungai
Pakning, Desa Sejangat, dan Ring 2 yang terdiri dari Desa Dompas, dan Desa Pangkalan
Jambi. Program ini bermitra dengan 5 kelompok nelayan di masing - masing wilayah
untuk melakukan budidaya dan perawatan mangrove dengan total anggota mencapai 48
Orang.

Selain melakukan usaha budi daya mangrove, Kelompok Nelayan Harapan
Bersama di Desa Pangkalan Jambi yang beranggotakan 20 orang yang terdiri dari 11
nelayan tangkap dan 9 masyarakat biasa, telah berhasil mereplikasi diri menjadi
Kelompok Rezeki Bersama yang beranggotakan 20 orang dengan kegiatan budi daya
ikan nila air payau. Hasil panen ikan nila dapat mencapai 500 kg/bulan dengan
pemasukan bagi kelompok mencapai Rp 15.000.000/bulan dan pendapatan rata-rata
anggota mencapai Rp 2.000.000/orang/bulan. Selain itu, kelompok juga mereplikasikan
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kelompok Jaya Bersama yang berfokus kepada pengolahan produk. Program ini secara
sosial juga telah berhasil membentuk Forum Komunikasi Lintas Kelompok di 5 wilayah
tersebut untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar kelompok, serta
menjadi forum pembelajaran bersama antar warga tentang upaya pelestarian mangrove.

Hambatan awal program ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
cara penanaman dan pembudidayaan tanaman mangrove yang baik dan benar, sehingga
terdapat beberapa bibit yang tidak tumbuh dengan baik pada awal penanaman.
Sehingga, perlu dilakukan pelatihan budidaya mangrove dan pendampingan secara rutin.
Program Konservasi Mangrove berkembang dengan dilakukan penambahan kembali
penanaman bibit mangrove sejumlah 10.000 pohon baru. Selain itu, pengembangan juga
dilakukan pada kawasan mangrove, dengan melakukan modifikasi kawasan mangrove,
yang akan dikembangkan menjadi ekowisata mangrove.

Pada tahun 2022 Kelompok Nelayan mangrove berusaha Kembali untuk
memperbanyak keanekaragaman hayati melalui penambahan bibit kepiting bakau,
mengingat akibat dari abrasi yang terjadi berkuranganya fauna yang berada di wilayah
pesisir mangrove. Kelompok Nelayan masih kurang informasi dan pengalaman
pengelolaan mangrove beserta keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Sehingga,
perlu penguatan kepada Kelompok Nelayan mangrove tersebut.

Kemajuan Desa tentu saja tidak bisa tercapai dengan baik jika hanya
mengandalkan sumber-sumber kovensional yang sifatnya hanya semu,melainkan
diperlukan konsep-konsep intelektual yang mampu mengexsplorasi potensi Desa itu
dengan baik dan benar. Salah satunya memerlukan modal dasar dan memiliki sumber
daya manusia yang benar-benar tangguh dan mau bekerja keras untuk memaksimalkan
dan melestarikan potensi sumber daya alam yang di miliki dan mampu untuk dijadikan
sebagai konsep pembangunan jangka pendek,menengah dan juga jangka panjang.

Para nelayan menggunakan waktu senggang pulang melaut, fokus dilokasi
konservasi melakukan berbagai kegiatan seperti pembibitan mangrove dan membantu
usaha para istri nelayan membuat produk olahan. Keluarga nelayan bersyukur ekonomi
mereka terbantu, dengan mengolah mangrove dan ikan menjadi aneka cemilan sebagai
oleh-oleh bagi pengunjung dan dipasarkan hingga keluar daerah. Kelompok Mangrove
Harapan Bersama ini tidak hanya mengelola tempat wisata akan tetapi juga memiliki
beberapa produk yang dapat dijual kepada pengunjung.

KESIMPULAN
Peningkatan kapasitas kepada masyarakat melalui seminar dan pelatihan

penguatan kelembagaan dalam pengelolaan mangrove telah dilakukan kepada
kelompok nelayan mangrove harapan bersama. Peserta pelatihan juga telah melihat
langsung dan mendengarkan serta menyampaikan terkait permasalahan dalam
kelompok dan pengelolaan Kawasan mangrove. Pendampingan harus terus dilakukan
kepada kelompok nelayan agar dapat membudidayakan mangrove yang juga nantinya
akan berdampak terhadap perekonomian kelompok. Saran dari nealyan untuk program
ini adalah keberlanjutan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan
minat belajar dari masyarakat untuk memanfaatan bahan mangrove yang bisa
dikelola menjadi bahan makanan juga dan menjadi produk jajanan makanan yang
lebih inovatif. Pengabdian masyarakat ini perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan
pelatihan memasak produk olahan mangrove lainnya seperti kopi mangrove, sereal
mangrove, dll. kepada Kelompok Nelayan yang memfokuskan pada pengembangan
produk inovasi dengan bahan baku mangrove yang nantinya dapat memingkatkan
pendapatan masyarakat. Program pengabdian masyarakat ini dapat dilanjutkan
untuk diperkenalkan pada wilayah di desa lainnya terutama untuk lokasi yang masih
sulit dijangkau oleh media.



ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 2
Quo Vadis Restorasi Gambut di Indonesia:

Tantangan & Peluang Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan

Prodi Sarjana, Magister dan Doktor Administrasi Publik UNRI, Prodi Sarjana Administrasi Publik UNAND, dan PT. Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning
Pekanbaru, 4 Oktober 2022 3 0 6

DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, S., Harmianto, S., & Yuwono, P. D. (2018). Upaya meningkatkan

kemampuan pedagogik guru melalui pelatihan pembelajaran tematik sains
menggunakan inquiry learning process dan science activity based daily life.
JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)

Arikunto, Suharsimi. 2002. Presedur Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta. Handoko,
Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: BPFE.

Haryanto, 2014. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity
Development) (Teori dan Aplikasi). Jakarta: AP21 Nasional.

Milen, Anneli. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Yogyakarta:
Pembaharuan

T. Nill dan C Mindrum. 2001. Human performance than increase business performance
Keban, Yeremias T. 2000, Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator

Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. Yogyakarta
Ashley, C. & Carney, D. 2009. Sustainable Livelihoods:Lessons from early

experience[Internet].Availablefrom:http://www.eldis.org/vfile/upload/1/docu
ment/0902/DOC7388.

Dasman, Raymon. 2020. Prinsip Ekologi Untuk Pembangunan, Terjemahan Idjah
Soemarwoto. Jakarta: Gramedia.

Kurniasih Dian. 2006. Pengaruh Daya Dukung Lahan dan Faktor Sosial Ekonomi
terhadap Perilaku Petani dalam Konservasi Lahan Pertanian di Kabupaten Kulon
Progo. Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Pertanian, Jurusan Ilmu-Ilmu
Pertanian, UGM.

Muhadjir, N. 2017. Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pengembangan Masyarakat.
Yogyakarta: Rake Press.

Saadah, Anwar Sulili dan Bining Deserama 2011. Peran Penyuluhan Pertanian Terhadap
Terhadap Pendapatan Petani, yang menerapkan system tanam jajar Legowo.
Jurnal Agrisistem, Desember 2011, Vol 7 No. 2

Suhardjo. 2021. Peranan Kelembagaan dalam Hubungannya dengan Komersialisasi
Usahatani dan Distribusi Pendapatan Wilayah Kabupaten Banjar Negara Jawa
Tengah. Yogyakarta: UGM.

Winoto, Yunus. 2017. Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) Melalui
Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM): Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017 ISBN 978-602-19411-2-6

Minarni, E. W., Utami, D. S., & Prihatiningsih, N. (2017). Pemberdayaan kelompok
wanita tani melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya
sayuran organik dataran rendah berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan.
JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat), 1

Zubaedi. 2007. Pendidikan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



ISSN 2808-1536 Prosiding Seminar Nasional 2
Quo Vadis Restorasi Gambut di Indonesia:

Tantangan & Peluang Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan

Prodi Sarjana, Magister dan Doktor Administrasi Publik UNRI, Prodi Sarjana Administrasi Publik UNAND, dan PT. Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning
Pekanbaru, 4 Oktober 2022 3 0 7

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA NASIONAL (KSPN): KAWASAN PESISIR RUPAT UTARA

Khairul Amri, Tutut Ismi Wahidar, Ahmad Fuadi
Study Program Public Administration FISIP Universitas Riau, Pekanbaru

Email: khairul.amri@lecturer.unri.ac.id, tutut.ismi.wahidar@lecturer.unri.ac.id,
ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK
Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
dalam melaksankan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan
dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajibannya dalammenyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya
sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang di
gunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah
dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupat Utara Kabupaten
Bengkalis belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam
pengelolaan pariwisata yang mencakup Koordinator, Fasilitator, Regulator.
Kata kunci: Peran pemerintah, pengembangan KSPN, Rupat Utara

PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Dengan adanya

pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempatobjek wisata
itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Berkembangnya
sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula
karena produk-produknya diperlakukan untuk menunjang industri wisata, seperti
sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan
kerja, dan lain sebagainya.

Dengan adanya pariwisata, tentu akan mendatangkan berbagai dampak di
berbagai segi antara lain dampak lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dari segi
ekonomi adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak
lingkungan, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya adalah
bagi pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah. Dampak tidak
langsungnya salah satunya bisa berupa meningkatnya permintaan akan transportasi
umum publik. Dan dampak berkelanjutan tentu berhubungan dengan pemerintah dan
masyarakat yang bekerja dalam bidang pariwisata ataupun tidak secara langsung tetapi
mendapatkan dampak positifnya.

Menurut Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah
berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU
Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009). Dengan adanya pariwisata akan lebih mengenal
bangsa, kebudayaan, adat-istiadat dan sekaligus dapat menikamati keindahan alam di
negara lain. Pengelolaan pariwisata memiliki kekuatan penggerak perekonomian yang
sangat luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan,
namun yang lebih penting lagi adalah pengembangan pariwisata yang mampu
membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya
bangsa.

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi
yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara (persahabatan
antarbangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan
mancanegara). Peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata di Kawasan

mailto:khairul.amri@lecturer.unri.ac.id
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Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dinilai masih
tidak tertata, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-
prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Salah satu tantangan besar yang
dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan pariwisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses pengelolaan di
atas maka salah satu tugas penting pemerintah kabupaten Bengkalis adalah berperan
membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di kabupaten
Bengkalis. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana
dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya.

Pemerintah kabupaten Bengkalis mempunyai hambatan terbesar terutama
letaknya belum mampu mendesain atau merencanakan secara terpadu program-
program pengembangan pariwisata. Bahkan keindahan potensi yang terkandung,
pengelolaan nyaris terabaikan karena alasan dana dan kurangnya investor melirik.n
Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya
(Soekanto, 2004).

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam melaksankan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal
ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban
dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai
pelindung dan pelayan masyarakat.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang
melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. kita selalu
menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut.
peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Menurut (Terry, 2009) pengelolaan
(management) merupakan sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan:
perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan
serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber- sumber lainnya.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang
diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business)
atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati
perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang
beraneka ragam. Murphy dalam Sedarmayanti (2014) pariwisata adalah Keseluruhan
dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industry, dan
lainlain) yang merupakan akibat dari perjalanan ke daerah tujuan wisata, sepanjang
perjalanan tersebut tidak permanen.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian
kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang dapat
diperoleh dari situasi dilapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan
peran pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di
Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan di Rupat Utara, Kabupaten
Bengkalis. Adapun dasar dalam pengambilan penelitian ini adalah pertimbangan objek
dan subjek penelitian yang memungkinkan peneliti untuk lebih banyak menggali
informasi di lokasi penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
Observasi, wawancara dan dokumentasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN): Kawasan Pesisir Rupat Utara

Kabupaten Bengkalis memiliki keragaman potensi daya tarik wisata, baik potensi
kesenian, sejarah dan budaya, serta kehidupan masyarakatnya. Dari sekian banyaknya
aktifitas wisata yang di jumpai di kabupaten Bengkalis, yang menarik perhatian adalah
wisata alam yang terletak di Rupat Utara.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis
Gambar 1. Peta Kabupaten Bengkalis

Objek Wisata alam yang berada di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis perlu
dikembangkan sebagai salah satu distinasi tempat wisata favorit masyarakat Bengkalis
pada khususnya. Oleh karena itu dalam pengembangannya, ada cita-cita yang ingin
diwujudkan. Cita-cita ini merupakan alasan filosofis keberadaan suatu organisasi atau
lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, dimana alasan filosofis tersebut
berkaitan dengan gambaran tentang apa yang akan terjadi dan menjadi arah atau
pegangan dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dan berkesinambungan.

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai
lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, Sehingga dalam penanganannya harus
dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk
mencapai semua tujuan pengelolaan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan
daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk
mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri pariwisata yang lebih
bervariasi menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan
pengelolaan pariwsata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat
yang beranekaragam.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang
dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam
perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwsata. Meskipun banyak anggapan
bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan
dibandingan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan
menimbulkan kerusakan lingkuangan fisik maupun sosial. Sebenarnya pembanguanan
pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis
untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan
bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan
kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan.
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Tabel 1. Potensi Wisata Pulau Rupat
No Nama ObjekWisata Jenis Objek
1 Pantai Pesona Wisata Alam
2 Pantai Tanjung Lapin Wisata Alam
3 Pantai Pasir Putih Wisata Alam
4. Pulau Beting Aceh Wisata Alam
5 Pantai Makeruh Wisata Alam
6 Pantai Ketapang Wisata Alam
7 Hutan Mangrove Wisata Alam
8 Tarian KAT Suku Akit Wisata Budaya
9 Makam Putri Sembilan Wisata Budaya
10 Mandi Safar Wisata Buatan
11 Festival Pantai Rupat Wisata Buatan

Sumber: Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Pulau Rupat Utara, 2022

Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan
sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus
hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan,
otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah
pemangku kepetingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili
kepentingann lingkungan dan mayarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang
berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yang sangat penting untuk
diperhatikan. Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari
berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, keterlibatan
dan resolusi konflik. Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan
siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganilis sikap terhadap pemangku
kepentigan pariwisata dan pembangunan berkelnjutan.

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena
didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat
asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka
masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk
lokal. Karakterristik ini cukup untuk dijadikan alas an pengembangan sebuah kawasan
menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata.

Sebagai Koordinator
Sebagai koordinator pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi

bagi pembangunan daerah atau dan merangkul semua komponen masyarakat untuk
menjadi aktor utama dalam pembangunan. Mencakup pemerintah selaku pengkoordinasi
dan asosiasi dibidang pariwisata baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional.
sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem
koordinasi antara seluruh sekor dalam industry pariwisata.

Sebagai Fasilitator
Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif

bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat
dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasiitator, pemerintah bergerak di
bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta
di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal.
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Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yaitu seperti menyediakan sarana dan
prasarana penunjang bagi wisatawan namun masih belum terlaksana dengan baik, seperti
masih sulitnya akses menuju ke lokasi obejek wisata yang di sebabkan karna infrastruktur
yang kurang memadai.

Pariwisata bisa didefenisikan sebagai suatu ketertarikan terhadap sesuatu hasil
kebudayaan dan tata cara hidup suatu masyarakat, kekhasan suatu daerah atau panorama
alam yang jarang dijumpai di daerah (Negara) lain. Dengan demikian maka kondisi
tersebut dapat mendorong terjadinya motivasi orang tertentu untuk datang berkunjung.
Adanya pengunjung ini akan menciptakan suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya
pertukaran barang atau informasi yang memberikan keuntungan secara ekonomi bagi
masyarakat setempat.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan pariwisata di
kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat
dalam hal pembangunan infrastruktur seperti menyediakan sarana prasarana.

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner
yang tak kalah dengan daerah lain. Posisi sektor pariwisata kabupaten Bengkalis sangat
penting sebagai salah satu bisnis inti kabupaten Bengkalis oleh karena itu perhatian
pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan
pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Sebagai regulator
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah penerbitan

peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada
masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala pelaksanaan kegiatan. untuk
memasuki objek wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupat Utara
pengunjung di larang membawa senjata tajam, karena benda tersebut bias saja
membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, begitu pula dengan obat terlarang
pengunjung di larang membawa obat-obat terlarang ketika memasuki objek wisata
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Rupat Utara karena seperti yang kita
ketahui bahwa menggunakan obat terlarang akan di kenakan hukuman sesuai dengan
aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah

dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Kawasan Pesisir Rupat
Utara Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran
pemerintah dalam pengelolaan pariwisata yang mencakup: Koordinator, peran yang
dilakukan pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan instansi
dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator belum terlaksana
dengan baik, karena dalam hal ini masih sulitnya akses menuju ke lokasi objek wisata yang
di sebabkan karna infrastruktur yang kurang memadai. Regulator, pemerintah
memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala
pelaksanaan kegiatan.
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ABSTRAK
Pertamina RU II Sungai Pakning merupakan perusahaan pelaksana kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR), Pertamina RU II Sungai Pakning berupaya memberdayakan masyarakat sekitarnya
melalui kegiatan kampung gambut berdikari. Pemberdayaan masyarakat lokal memiliki peran penting
dalam restorasi gambut yang berkelanjutan. Maka dengan hadirnya program ini menjadi penting untuk
mengetahui seberapa jauh program ini berjalan serta apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Community Empowerment dalam
Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif kemudian data akan dianalisis dengan memanfaatkan Skema Interactive Analysis
Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Community Empowerment dalam pengelolaan lahan
gambut berkelanjutan yang dilakukan oleh CSR PT. Pertamina Sei Pakning sudah terlaksana dengan
sangat baik. hal ini dapat dilihat dengan terlibatnya masyarakat dalam FGD dan Social Mapping, serta
pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Kerjasama pihak Pertamina dengan berbagai pihak eksternal juga
menjadikan masyarakat mendapatkan ilmu dari berbagai ahli yang membantu masyarakat dalam
meningkatkan kapasitasnya sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.
Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, lahan gambut, CSR

PENDAHULUAN
Lahan gambut adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki arti penting karena

merupakan suatu sistem yang menyangga kehidupan. Melalui pengelolaan gambut
berkelanjutan serta bertanggung jawab maka lahan gambut dapat dimanfaatkan sepenuhnya
guna kesejahteraan masyarakat. Melalui pola pikir pemanfaatan lahan gambut secara
ekonomi dan lingkungan merupakan hal penting guna mencapai pemanfaatan ekosistem
lahan gambut. Indonesia memasuki urutan ke empat kategori lahan gambut terluas di dunia
setelah Kanada, Uni Soviet dan Amerika Serikat seluas 20 juta hectare. Sebagian besar lahan
gambut terdapat di empat pulau besar, yaitu Sumatera 35%, Kalimantan 32%, Sulawesi 3%,
dan Papua 30% (Wibowo dalam Mubekti, 2011). Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki
lahan gambut terluas di Sumatera dengan luas 4,04 juta Ha (Wahyunto et.al dalam Mubekti,
2011).

Dewasa ini, isu kedermawanan sosial perusahaan mengalami perkembangan sejalan
dengan berkembangnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility). Salah satu ide pokoknya terkait mandat dunia usaha untuk tidak semata-mata
mencari keuntungan, tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi
sosial. Diantaranya, yang lazim dilakukan oleh perusahaan adalah menyelenggarakan
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan karitas (Nursahid,
2006). Pertamina RU II Sungai Pakning merupakan perusahaan pelaksana kegiatan Corporate
Social Responsibility (CSR), Pertamina RU II Sungai Pakning berupaya memberdayakan
masyarakat sekitarnya melalui kegiatan kampung gambut berdikari. Pemberdayaan
merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat yang berinisiatif
untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
Pemberdayaan masyarakat adalah strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada
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masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan
masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu
masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.

Pemberdayaan masyarakat lokal memiliki peran penting dalam restorasi gambut yang
berkelanjutan. komunitas lokal dapat membantu menjaga lahan gambut agar tetap asri dan
memberikan hasil. Dengan adanya partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan
dapat menjadikan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan demi mencegah dampak
perubahan iklim. Lahan gambut yang terdegradasi memungkinkan masyarakat untuk
melakukan budidaya asalkan pemilihan jenis tanamannya tepat, kesesuaian lahan
diperhatikan dan kesuburan tanahnya diperbaiki terlebih dahulu agar produktivitas dan
kelestarian lahan gambut dapat tercapai.

Kampung gambut berdikari merupakan salah satu program pemberdayaan
masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Pakning. Kehadiran program ini tentunya
memberikan dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar. Maka dengan hadirnya
program ini menjadi penting untuk mengetahui seberapa jauh program ini berjalan serta apa
dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan

pada penelitian yakni pendekatan studi kasus. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data
terkait penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut
berkelanjutan yang dikaji berdasarkan program Corporate Social Responsibility (CSR)
Pertamina RU II Sungai Pakning yakni Kampung gambut berdikari. Penelitian ini
direncanakan akan dilakukan di PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning,
lebih tepatnya di Kampung Gambut Berdikari yang terletak di DesaSungai Pakning, Kecamatan
Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pemilihan informan dalam penelitian ini
dilaksanakan dengan menentukan key person. Adapun informan dalam riset ini ialah CDO PT.
Pertamina RU II Sungai Pakning, anggota koperasi tunas Makmur, ketua PKK.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Community Empowerment dalam Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan

1. Kualitas dan Kuantitas keterlibatan masyarakat
Kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat bertujuan untuk mendeskripsikan

keadaan masyarakat yang menjadi sasaran dari program Corporate Social Responsibility (CSR)
PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. Program Corporate Social Responsibility ditujukan
kepada masyarakat yang kondisinya rentan. Kondisi rentan yang dimaksudkan ialah
masyarakat yang memiliki kelemahan dari aspek sosial dan ekonomi. Program CSR Pertamina
berfokus melibatkan masyarakat dengan profesi sebagai buruh lepas bahkan pengangguran
yang memiliki pendapatan tidak tetap untuk bergabung dalam program karena mereka
dianggap perlu untuk diperhatikan dan diberdayakan.

Selain itu, peningkatan kualitas masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan
sertifikasi profesi secara terintegrasi melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk
membentuk skill serta membangun keterampilan guna meningkatkan kapasitas masyarakat
yang belum menemukan pekerjaan agar siap terjun ke instansi yang telah ditargetkan sesuai
dengan kapabilitas yang dimiliki. Dalam menilai kuantitas keterlibatan masyarakat, hal ini
dapat dilihat dari jumalah masyarakat yang berpartisipasi kedalam kelompok.
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Tabel 3.1 Data Keanggotaan

No Forum keanggotaan Jumlah Anggota

1 Masyarakat Peduli Api (MPA) 7 orang

2 Kelompok Tani Tunas Makmur 33 orang

Sumber: PT. Pertamina RU II Sungai Pakning (2021)

2. Perencanaan Program
Perencanaan program merupakan suatu proses penyusunan kegiatan-kegiatan secara

sistematis untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam perencanaan Program
Corporate Social Responsibility melibatkan masyarakat sebagai pihak utama pelaksana
maupun penerima manfaat. Perencanaan program dilakukan menggunakan langkah yang
berbasis pada kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Untuk menentukan program CSR bagi masyarakat, proses perencanaan dilakukan
berdasarkan hasil kajian riset yang mana riset tersebut melibatkan kemitraan berbagai pihak,
salah satunya dari Universitas Gadjah Mada yakni Student Center. Riset dilakukan melalui
pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan guna
mengidentifikasi masalah, potensi dan peluang yang ada di sungai pakning. Dengan adanya
pemetaan sosial akan memudahkan pihak pertamina dalammenentukan pihak sasaran.

Perencanaan program CSR kampung gambut berdikari PT. Pertamina RU II Sungai
Pakning melakukan 2 langkah utama yaitu lewat FGD dan Social Mapping antara UPK (Unit
Pengelola Kegiatan) dan perwakilan dari masyarakat. Selanjutnya riset social mapping atau
pemetaan sosial di wilayah ring 1. Dari hasil social mapping baik dilihat dari segi sosial,
ekonomi, lingkungan dan kesehatan masih banyak keterkaitan dengan akibat dari kebakaran
hutan dan lahan. Rendahnya kesadaran untuk tidak membakar lahan gambut ketika membuka
lahan baru juga masih sangat rendah.

Proses kegiatan social mapping dilaksanakan selama 2 sampai 3 bulan, dengan
memanfaatkan metode wawancara serta focus group discussion yang melibatkan masyarakat
sekitar sungai pakning. Setelah dilaksanakan kegiatan social mapping, pertamina ru ii sungai
pakning merekomendasikan program-program yang dianggap sesuai dengan kebutuhan
wilayah tersebut berdasarkan hasil laporan social mapping. Disamping itu, agar program yang
dirumuskan tepat sasaran pertamina ru ii sungai pakning berupaya mencari orang-orang
yang memiliki pengaruh di masyarakat atau biasa disebut sebagai local hero dalammembantu
mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang dimiliki PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.

Secara sederhana pola perencanaan pemberdayaan masyarakat kampung gambut
berdikari dapat dipahami melalui gambar berikut.

Gambar 3.1 Pola Perencanaan Program Kampung Gambut Berdikari

Sumber: Olahan Peneliti (2022)
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3. Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program merupakan kegiatan menggerakkan anggota sedemikian rupa

hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan anggota
perusahaan tersebut secara berencana, terarah dan teratur. Adapun Program Pemberdayaan
yang dilakukan oleh CSR Pertamina RU II Sungai Pakning adalah:
A. Masyarakat Peduli Api (MPA)

Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan program yang dibentuk untuk membantu
menangani kebakaran hutan yang terjadi di wilayah gambut. MPA adalah sekelompok
masyarakat yang sukarela dan peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Adapun jumlah anggota MPA adalah sebanyak 7 orang. Sebagian besar anggota MPA
merupakan pengangguran serta memiliki keterampilan yang terbatas. namun disisi lain
secara sukarela bertugas turut aktif membantu unit pengelola kawasan hutan atau lahan
dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran
hutan dan lahan. Adapun Program pemberdayaan yang diberikan oleh Pihak CSR Pertamina
RU II Sungai Pakning adalah berupa pelatihan-pelatihan pemadaman dan sudah didaftarkan
sertifikasi fireman level D di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan usaha kelompok
seperti budidaya ikan lele, budidaya lebah madu, budidaya jamur tiram, pemberdayaan
safetyman dan fireman, serta usaha konveksi untuk menjadi modal masyarakat dalam
mengembangkan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.
B. Pertanian Nanas Terintegrasi

Program Pertanian Nanas Terintegrasi dimulai sejak tahun 2017 dengan nama
kelompok binaan Koperasi Tani Tunas Makmur.Hingga saat ini lahan nanas yang dimiliki oleh
koperasi tani sudah mencapai 30 Hektar dengan 33 Anggota per tahun 2021. Pemanfaatan
lahan gambut sebagai pertanian nanas merupakan langkah yang dapat berdampak pada
ekonomi dan lingkungan. Secara praktis sebelum mengikuti pelatihan, sebagian besar petani
sudah memiliki pemahaman mengenai tanam-menanam. Tetapi setelah mengikuti pelatihan,
petani mendapatkan berbagai metode penanaman nanas,hasil dan produksi nenas menjadi
lebih baik. Pelatihan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan penanaman metode tanam
jajar legowo (dengan jarak tanam), pelatihan perawatan tanaman nanas, pelatihan
pengelolaan limbah daun nanas, selain itu ada juga pelatihan pengolahan nanas menjadi
produk camilan seperti keripik, manisan, dodol, cookies nanas serta pelatihan lain seperti
pelatihan desain untuk kemasan hasil produksi nanas yang lebih baik, pemasaran, dan
manajemen usaha. Dalam hal waktu, pelatihan dilakukan dalam 2-3 hari tergantung
kebutuhan dari pelatihan tersebut. Adapun dampak ekonomi yang dirasakan oleh
masyarakat dengan hadirnya pertanian nenas terintegrasi

Tabel 3.2 Dampak Ekonomi Pertanian Nanas
Tahun Dampak Ekonomi

2017 Mengurangi potensi karhutla dan memunculkan tambahan penghasilan bagi
masyarakat sebesar Rp 50.000.000 per tahun

2018 Meningkatkan potensi pendapatan Kelompok sebesar Rp 158.000.000.- per tahun

2019 Meningkatkan potensi pendapatan Kelompok sebesar Rp 252.000.000.- per tahun

2020 Meningkatkan potensi pendapatan Kelompok sebesar Rp 1.440.000.000.- per tahun

2021 Meningkatkan potensi pendapatan kelompok sebesar Rp 292.100.000 per tahun
Sumber: PT. Pertamina RU II Sungai Pakning (2021)
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4. Keterlibatan dalam Evaluasi Secara Berkelanjutan
Dalam menilai perencanaan hingga mencapai hasil dari sebuah program,

pengawasan(monitoring) dan evaluasi(evaluating) menjadi instrumen yang krusial dalam
memantau rangkaian pelaksanaan serta menilai ketercapaian antara implementasi dengan
tujuan awal yang sudah direncanakan serta mengkaji berbagai hambatan yang ditemukan.
Monitoring secara internal dan eksternal sebagai upaya melakukan pengawasan yang
terkoordinasi berkelanjutan. Adapun monitoring internal dilakukan oleh CDO bersama pihak
PT. Pertamina RU II Sungai Pakning pada program yang sedang berjalan untuk
mengidentifikasi secara intensif perkembangan program yang adaptif dalam menjawab
kebutuhan masyarakat. Selain itu, monitoring eksternal dilakukan oleh pihak PT. Pertamina
RU II Sungai Pakning melibatkan perwakilan Universitas dan Pemerintah. Monitoring dan
evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya dilakukan oleh PT. Pertamina cabang
dalam hal ini PT. Pertamina RU II Sungai Pakning akan tetapi juga dilakukan monitoring
evaluasi oleh PT. Pertamina pusat satu kali setiap tahunnya.

Evaluasi suatu program dilakukan dengan mengukur ketercapaian program yang
linier antara perencanaan dan tujuan secara komprehensif berorientasi pada partisipasi
masyarakat, feedback, ketersediaan fasilitas serta dukungan pemerintah. Untuk mengukur
ketercapaian program, PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melaksanakan survey indeks
kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen penilaian yang
memuat data serta informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil
pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat. Dalam hal ini, evaluasi
berfokus pada program kampung gambut berdikari dengan membandingkan antara harapan
dan kebutuhannya. Pada tahun 2021 hasil survey indeks kepuasan masyarakat terkait
program kampung gambut berdikari mencapai 80% dengan kategori sangat baik.

Faktor Pendukung PemberdayaanMasyarakat Program Kampung Gambut Berdikari
1. Kemitraan
Kemitraan merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu

tujuan. Adapun manfaat dari kemitraan sendiri adalah membangun kerjasama dalam
penguatan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat akhirnya berdaya. PT. Pertamina RU II
Sungai Pakning dalam mengelola serta mengoperasikan Program Kampung Gambut Berdikari
bekerjasama dengan berbagai pihak seperti DLHK, Student Center UGM, Universitas Riau,
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan berbagai
pihak lainnya.

Dengan adanya kemitraan, petani mendapatkan ilmu dari berbagai ahli terkait
pengelolaan gambut berkelanjutan yang nantinya digunakan sebagai modal dalam mengelola
lahan dengan independen. Tidak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan pelatihan terkait
peduli lingkungan, penguatan kelembagaan dan peningkatan ekonomi.

2. Alokasi Dana
Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, masyarakat menerima alokasi dana dari

program corporate social responsibility (CSR) melalui PT. Pertamina RU II Produksi Sungai
Pakning sebagai modal awal dalam melaksanakan program pemberdayaan. Berbagai program
dapat terlaksana baik karena didukung oleh alokasi dana yang cukup. Salah satunya yaitu
pengadaan modal bagi UKM dalam menciptakan produksi, pengadaan infrastruktur seperti
alat untuk pengolahan nanas untuk petani serta nozzle gambut untuk mitigasi Karhutla
melalui pemberdayaan MPA.
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Tabel 3.3
Alokasi dana PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning untuk Kelompok Tani

Tunas Makmur dari tahun 2015-2018

Tahun Perencanaan Persentasi Realiasi Keberhasilan PenerimaManfaat

2015 35.000.000 6 % 31.500.000 90% 159

2016 46.000.000 9% 46.000.000 100% 110

2017 300.000.000 9% 393.195.000 131% 4.034

2018 350.000.000 16% 352.600.000 101% 3.994

Sumber: PT. Pertamina RU II Sungai Pakning (2021)

3. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat

guna mewujudkan pembangunan nasional. Damanhuri (dalam Suparjan dan Hempri, 2013)
menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu elemen strategis
dalam paradigma baru pembangunan. Saat ekonomi rakyat mengalami pertumbuhan pesat
maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan karena
kebutuhan ekonomi terpenuhi. Sehingga penguatan dari aspek sosial, ekonomi mendorong
masyarakat mencapai kemandirian yang berguna untuk masa mendatang. Adapun bentuk
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat dilihat melalui
keikutsertaan dan keaktifan masyarakat dalam menghadiri sosialisasi, musyawarah,
penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan pihak CSR. Selain itu masyarakat juga terlibat dalam
evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pemberdayaan melalui Indeks
Kepuasan Masyarakat.

Gambar 3.2 Dokumentasi Partisipasi Masyarakat

Sumber: PT. Pertamina RU II Sungai Pakning (2021)

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Community Empowerment dalam Pengelolaan

Lahan Gambut Berkelanjutan (Studi Kasus Kampung Gambut Berdikari) dengan informasi
yang telah didapatkan dari informan penelitian melalui tatap muka dan virtual telah dianalisis,
maka penelitan ini dapat disimpulkan bahwa:
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1. Community Empowerment dalam Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (Studi Kasus
Kampung Gambut Berdikari) melalui program CSR PT. Pertamina Sei Pakning sudah
terlaksana dengan sangat baik. Adapun hal ini dapat dilihat dengan adanya partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan dari tahap perencanaan seperti
FGD dan Social Mapping, turut serta dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan pihak CSR
seperti latihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga pelatihan pengelolaan
pertanian nanas serta pengolahan nanas menjadi sebuah produk. Selain itu masyarakat
juga dilibatkan dalam evaluasi program dimana mereka dapat berpartisipasi dalam
meninjau sejauh mana program sudah terlaksana dan sejauh mana dampak yang telah
dirasakan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu, kerjasama pihak
Pertamina dengan berbagai pihak eksternal juga menjadikan masyarakat mendapatkan
ilmu dari berbagai ahli yang membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya
sehingga setelah program pemberdayaan ini dilakukan, masyarakat diharapkan dapat
mandiri secara ekonomi.

2. Adapun Faktor pendukung keberhasilan program Community Empowerment dalam
Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (Studi Kasus Kampung Gambut Berdikari)
adalah adanya pola kemitraan yang dilakukan pihak CSR Pertamina Sungai Pakning
dengan berbagai pihak eksternal sehingga dukungan untuk pelaksanaan program pun
lebih banyak, selain itu, dengan adanya alokasi dana dari pihak CSR PT. Pertamina RU II
Sungai Pakning membantu masyarakat memiliki modal awal dalam menjalankan
program. Terakhir yang paling utama dalam sebuah program pemberdayaan yakni
adanya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program-program yang telah ditentukan
sebelumnya.
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ABSTRAK
Arboretum Gambut ditujukan untuk sarana pendidikan dan wisata terutama bagi generasi muda
untuk memperkenalkan fungsi lahan gambut sebagai penyangga utama ekosistem di Provinsi Riau
pada umumnya. Intinya adalah program ini diharapkan dapat memicu dan mendorong wilayah lain
dalam membangun program yang sama, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat itu untuk
pelestarian lahan gambut. Salah satu kelemahan dalam pengelolaan Arboretum Gambut ini adalah
kurangnya pemberdayaan semua pihak yang terkait langsung dengan pemanfaatan lahan gambut
(Jannah & Zulkarnaini, 2021). Hal ini tercermin dari rendahnya peran mereka dalam perencanaan
dan proses manajemen. Sampai batas tertentu, sistem manajemen yang telah dikenal turun
temurun tidak dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan. Intinya adalah berbagai pihak
yang terkait belum menampakkan perannya yang maksimal. Padahal penting bagi masyarakat yang
berasal dari kawasan ini untuk ditingkatkan pengetahuannya melalui proses pembinaan yang harus
dikaitkan langsung dengan kondisi setempat.
Kata kunci: Arboretum gambut, kapasitas kelembagaan, pengelolaan, lahan gambut

PENDAHULUAN
Penyebab utama kegagalan dalam pengelolaan lahan gambut oleh pemerintah

maupun swasta adalah program-program yang dilakukan hanya fokus pada pengembalian
fungsi ekologi lahan gambut dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat. Padahal
dengan melibatkan masyarakat akan diketahui kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Disadari akan pentingnya pengelolaan lahan gambut berbasiskan kepentingan masyarakat,
PT. Pertamina UR II Sungai Pakning, Bengkalis, membuat Program Kampung Gambut
Bestari sejak tahun 2017. Program Kampung Gambut Bestari pada dasarnya merupakan
program CSR Pertamina untuk mengintegrasikan antara pemulihan lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat. Bentuknya berupa perbaikan lingkungan, masyarakat lebih
berdaya, dan ekonominya lebih maju. Program ini telah menjadi contoh dan inspirasi
pengembangan lebih jauh di tempat lain karena bisa menginspirasi stakeholder yang ada.
Dalam menjalankan program ini, masyarakat memang dilibatkan secara utuh dalam
pengelolaan lahan gambut, mulai penambahan peralatan pemadaman, pembentukan
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (Forkompa) hingga pelatihan pemadaman api.

Selain itu, program ini melakukan pemanfaatan lahan gambut bekas terbakar
melalui pertanian budidaya nanas dan diservikasi pengolahan produk nanas seperti
keripik, dodol, manisan, dan selai. Bahkan pihak perusahaan juga membina sembilan
Sekolah Dasar dengan menanamkan nilai-nilai Kampung Gambut Berdikari sejak usia dini.
Implementasinya adalah sekolah tersebut memiliki kurikulum berbasis lingkungan yang
mengangkat isu-isu pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta pemanfaatan potensi
wilayah gambut. Dengan melibatkan masyarakat pada program restorasi dan pemulihan,
dan pelestarian lahan gambut seperti pada Kampung Gambut Berdikari, maka akan
muncul kesadaran masyarakat. Dan dari sanalah, masyarakat akan turut serta dalam
pelestarian dan pemeliharaan gambut, seiring dengan peningkatkan kesejahteraan
mereka.

Diantara program pelestarian lingkungan dalam Program Kampung Gambut
Berdikari yang menjadi pusat perhatian bagi pemerhati lingkungan adalah pengembangan
hutan gambut menjadi Arboretum Gambut. Program ini merupakan pertama di Sumatera

mailto:yesi.y@lecturer.unri.ac.id
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dan menjadikannya sebagai sarana eduwisata yang dikelola masyarakat. Arboretum
Gambut ditujukan untuk sarana pendidikan dan wisata terutama bagi generasi muda
untuk memperkenalkan fungsi lahan gambut sebagai penyangga utama ekosistem di
Provinsi Riau pada umumnya. Intinya adalah program ini diharapkan dapat memicu dan
mendorong wilayah lain dalam membangun program yang sama, yaitu dengan melibatkan
peran serta masyarakat itu untuk pelestarian lahan gambut.

Pengelolaan Arboretum Gambut sebagai eduwisata kurang mendapat dukungan
dari berbagai pihak dan rendahnya komitmen pihak pengelola. Hal ini dikarenakan
partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder erat kaitannya dengan kapasitas yang
dimiliki stakeholder sebagai salah satu modal dalam pengelolaannya. Kapasitas ini
khususnya adalah kapasitas pengembangan jejaring pengelola yang mutlak dibutuhkan
dalam pengelolaan eduwisata yang bersifat multisektoral. Kapasitas pengelola saat ini
baru memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan menjalankan
program pengelolaan eduwisata. Untuk menuju jejaring yang mapan dan mampu menjadi
sumber daya bagi program masih memiliki kelemahan, yaitu belum adanya prosedur
formal untuk menjalankan program serta rasa kepemilikan bersama dari stakeholder.

Kondisi ini tentunya akan menghambat pengembangan Arboretum Gambut
sebagai sarana eduwisata dan sekaligus pelestarian lingkungan. Pemecahan masalah ini
dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan adalah dengan
pendidikan dan penyuluhan. Topik pendidikan dan penyuluhan yang diperlukan pengelola
adalah pendidikan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan promosi
media. Pendidikan berkualitas dan pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan pada
pengelola sangatlah dibutuhkan. Penerapan ini sebagai upaya mendorong pengelola untuk
secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan
masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.

METODE
Secara metodologis, rancang bangun kegiatan penelitian ini menggunakan

pendekatan mixed method, dimana pendekatan kuantitatif menjadi data pembuka dan
berfungsi untuk menopang/menguatkan data dan informasi yang diperoleh dengan
pendekatan kualitatif (Brannen, 2005). Beberapa literatur menyebutkan bahwa premis
dasar yang mendasari mengapa perlu melakukan penelitian mixed method adalah bahwa
kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman
yang lebih baik terhadap masalah penelitian jika dibandingkan jika hanya menggunakan
salah satu pendekatan saja. Creswell (2014) mengelompokkanmixed method ke dalam dua
model, yaitu sequential (berurutan) dan concurrent (campuran). Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan metode concurrent transformative yaitu gabungan antara model
concurrent triangulation dan model concurrent embedded. Bobot dari masing-masing
metode bisa saja sama dan bisa juga tidak sama. Penggabungan data dapat dilakukan
dengan merging, connecting atau embedding (mencampur dengan bobot sama,
menyambung, dan mencampur dengan bobot tidak sama) penekanannya pada metode
kualitatif dan metode kuantitatif sebagai penguatan dari temuan kualitatif (Taskhakkori &
Teddlie, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut memang mempunyai

ketergantungan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat (Noor, 2016). Karena
itulah keberadaan mereka dapat berperan ganda: sebagai penjaga sekaligus perusak dari
ekosistem tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang
melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata,
dan seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut
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(Pramana, 2012). Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan
untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan
berkesinambungan.

Pengelolaan lingkungan yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab tidak
hanya menyebabkan kerusakan pada ekosistem itu sendiri, namun juga menyebabkan
kerusakan sumberdaya yang terdapat didalamnya, dan sekaligus akan menurunkan
kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut (Darmawan, 2015).
Karena itu perlu adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama adalah peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pemberdayaan masyarakat
diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan
sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya kerja, serta memupuk semangat untuk
bekerjasama (Rohmah, 2014).

Untuk mewujudkan gambut sebagai model pengelolaan lahan dan pendekatan
pembangunan berkelanjutan diperlukan dukungan semua pihak. Karena itu penting
dilakukan upaya penyelarasan kebijakan dan penguatan kelembagaan masyarakat sebagai
pemanfaat kawasan. Saat ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa lahan gambut justru
terancam kepunahan oleh perambahan kawasan secara ilegal dan pemanfaatan sumber
daya yang berlebihan. Perambahan bukan saja berlangsung di berbagai kawasan,
termasuk kawasan lindung yang semestinya tidak boleh disentuh oleh aktivitas
perusahaan dan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak pengelola yang bertanggung jawab
dalam perlindungan kelestarian kawasan seperti tidak berdaya menghadapinya.

PT. Pertamina UR II Sungai Pakning meluncurkan Program Kampung Gambut
Bestari di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Program ini merupakan upaya
pelestarian lingkungan dalam konteks pemeliharaan lahan gambut. Bentuknya berupa
pengembangan hutan gambut menjadi arboretum gambut sebagai sarana eduwisata yang
dikelola masyarakat. Pendirian arboretum gambut ini merupakan pertama di Sumatera
dan merupakan area konservasi dan eduwisata lahan gambut. Ditujukan untuk sarana
pendidikan dan wisata terutama bagi generasi muda untuk memperkenalkan fungsi lahan
gambut sebagai penyangga utama ekosistem di Provinsi Riau pada umumnya dan
Kabupaten Bengkalis khususnya.

Pendidikan dan pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan pada seluruh
tingkatan dan di tatanan masyarakat kawasan lahan gambut sangatlah dibutuhkan bagi
keberlanjutan ekosistem ini. Salah satu kebutuhan untuh mencegah kerusakan lahan
gambut adalah dengan pendidikan yang berkualitas. Topik pendidikan yang diperlukan
masyarakat sekitar kawasan lahan gambut berupa pendidikan lingkungan, penerapan
teknologi ramah lingkungan, dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan
perlindungan eksosistem. Karena itu perlu dilakukan kegiatan pengembangan kapasitas
pengelola arboretum gambut agar objek ini berjalan sesuai dengan fungsinya.

Tindakan ini akan menjamin lingkungan makmur secara social dan ekonomi di masa
depan. Konsep ini sangat potensial untuk menghubungkan jarakyang terpisahantaradunia
usaha dengan kelas yang ada di sekolah, juga antara kelas di sekolah dengan masyarakat.
Sehingga dengan hubungan yang erat, lingkungan yang merupakan tempat tinggal
manusia diharapkan akan terus terjaga dan mampu mendukung kebutuhan manusia di
masa yang akan datang. Disini memungkinkan setiap manusia untuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan utuk membentuk masa
depan yang berkelanjutan. Perusahaan yang merupakan lembaga bisnis harus mendukung
dengan Program CSR yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah maupun kelompok
masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan akan meningkatnya kapasitas kelembagaan
yang ada.
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Gambar 1. Model Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Arboretum Gambut

Berdasarkan Gambar 1 dapat dipahami bahwa secara umum kapasitas 
kelembagaan arboretum gambut di tingkat sistem terdiri dari hubungan antar individu, 
kelompok informal, dan organisasi formal yang menghasilkan jaringan hubungan sosial 
yang disebut dengan modal sosial (Noor, 2007). Mengingat arboretum gambut 
difungsikan sebagai sarana eduwisata, maka untuk mengukur kapasitas kelembagaan 
tingkat sistem akan mengacu pada kebijakan pemerintah serta kebijakan perusahaan (CSR) 
yang berhubungan dengan pembangunan dan pengelolaan eduwisata, dan kemitraan yang 
dilakukan dengan lembaga lain di luar desa. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat 
yang hidup di lahan gambut Kecamatan Bukit Batu pada umumnya dan pengelola 
Arboretum Gambut pada khususnya memiliki standar pemahaman yang terbatas. 
Pendidikan mereka relative rendah disebabkan tidak adanya motivasi belajar dan 
dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan. Dalam kondisi seperti itu, mereka 
memerlukan tambahan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pemberian 
pemahaman secara berkelanjutan, agar tidak salah tujuan dalam pemanfaatan lahan 
gambut.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan arboretum gambut di 
Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, dapat dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa indikator, yaitu antara lain: 1) Meningkatnya kapasitas pemimpin. Kapasitas 
disini bukan hanya mengenai kemampuan dan kemauannya untuk menjadi pemimpin 
secara umum dalam pengelolaan arboretum gambut; 2) Meningkatnya rasa kepemilikan. 
Rasa kepemilikan merupakan suatu modal utama dari jejaring pengelolaan arboretum 
gambut dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan rasa kepemilikan yang tinggi 
menunjukan bahwa organisasi/kelompok memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian, 
dan siap untuk menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan; 3) 
Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan program. Program yang mampu dikelola 
sepenuhnya oleh jejaring dengan menggunakan sumber dayanya sendiri menunjukan 
bahwa jejaring sudah mampu mengelola secara mandiri sehingga jejaring mampu untuk 
menjadi sumber daya yang utuh bagi pengelolaan ke depan.

KESIMPULAN
Pada dasarnya pengelolaan lahan gambut dalam bentuk pembentukan arboretum 

gambut membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak. Hal ini dikarenakan 
partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder erat kaitannya dengan kapasitas yang 
dimiliki stakeholder sebagai salah satu modal dalam pengelolaannya. Kapasitas ini 
khususnya adalah kapasitas pengembangan jejaring pengelola arboretum gambut yang 
mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan eduwisata yang bersifat multisektoral. Kapasitas

Kapasitas
Kelembagaan
Arboretum
Gambut
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pengelola saat ini baru memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan
menjalankan program pengelolaan eduwisata. Untuk menuju jejaring yang mapan dan
mampu menjadi sumber daya bagi program masih memiliki kelemahan, yaitu belum
adanya prosedur formal untuk menjalankan program serta rasa kepemilikan bersama dari
stakeholder.
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ABSTRAK
Tujuan utama dari reforma agraria adalah terciptanya dasar pengelolaan tanah yang baik dan
masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Kepastian kepemilikan
aset pertanahan merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir kerentanan maupun konflik
yang mungkin muncul di bidang pertanahan. Tujuan Penelitian, mengidentifikasi sumber
kerentanan social dalam pendaftaran tanah serta menganalisis Konsekuensi risiko yang dihadapi
oleh kelompok Rentan dalam konteks keamanan tenurial. Jenis penelitian ini adalah mix methods
yang diartikan menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2011), menggunakan
metode survei dan wawancara. Dilaksanakan di Desa Muara Jalai dan Sei.Tonang Kabupaten
Kampar. Pengambilan sampel dengan metode purposive dan snowball sampling sebanyak 65
responden pada setiap Desa. Hasil Penelitian Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok
masyarakat adat, perempuan, petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan
kepemilikan tanah. Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik
tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun kelompok
yang memicu konflik/sengketa tanah.
Kata kunci: Kerentanan sosial, pendaftaran tanah, Kabupaten Kampar

PENDAHULUAN
Dalam upayanya mengatasi isu pertanahan, Pemerintah Indonesia melaksanakan

Reforma Agraria yang mendorong proses perbaikan dan pengelolaan kembali struktur
tenurial hingga ke level administrasi terendah atau level desa. Tujuan utama dari Reforma
Agraria ini adalah terciptanya dasar pengelolaan tanah yang baik dan masyarakat
mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Harapannya, Reforma
Agraria dapat menjadi sistem yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan
penjaminan sosial untuk masyarakat perdesaan, serta peningkatan manajemen
pengelolaan sumber daya alam guna menjamin kemakmuran sebesar-sebesarnya untuk
kepentingan rakyat (Siregar, 2012). Tegasnya, permasalahan pembangunan ini adalah
pada manusianya.

Masalah dalam reformasi agraria Indonesa juga berkaitan dengan tata kelola tanah
dan sumber daya alam pemilikan tanah dan akses terhadap sumber daya alam sehingga
yang menimbulkan keluhan dan sengketa terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam.
Persoalan-persoalan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai
batas-batas tanah yang sering berujung pada tumpang tindih klaim, lemahnya
perlindungan hukum atas hak dan klaim tanah oleh masyarakat lokal (termasuk
masyarakat adat, penghuni hutan, petani ladang berpindah) dan makin bertambahnya
pengaduan kasus pertanahan yang belum terselesaikan. kompleksitas permasalahan
pertanahan menimbulkan sejumlah hambatan yang berlarut-larut dalam kebijakan agraria
dan kurangnya koordinasi dalam pengembangan sistem administrasi dan pengelolaan
tanah yang berkelanjutan.

Secara bersamaan, Pemerintah mengusung Program Reforma Agraria,
sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA). Program tersebut diatur melalui Peraturan Presiden No. 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.

mailto:yesi.y@lecturer.unri.ac.id
mailto:khairul.amri@lecturer.unri.ac.id
mailto:t.romi@lecturer.unri.ac.id
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Penataan aset terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi tanah negara. Pendekatan utama
pada legalisasi aset adalah pendaftaran tanah.

Pada RPJM 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab atas penerbitan 23 juta sertipikat tanah (4,1 juta
hektar) di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain - APL) melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) yang berbasis desa. PTSL dimaksudkan untuk melakukan
sertifikasi semua bidang tanah baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di setiap
desa. Dengan pendekatan PTSL, semua bidang tanah di desa akan dipetakan dan terdaftar
di Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota dan data terkait akan dimasukkan ke
dalam pangkalan data elektronik yang disebut Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).
Melalui proses ini diharapkan ada kejelasan tentang hak atas tanah dan penggunaan
lahan di tiap desa.

Risiko sosial perlu dipahami melalui kerentanan sosial yang terkait dengan
keberadaan dan pelaksanaan program pemerintah. Kerentanan sosial mengacu pada
karakteristik seseorang atau kelompok serta kondisi mereka terhadap yang
mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau pulih
dari dampak adanya suatu bahaya (Dunning & Durden, 2013). Dampak kerentanan
sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu
tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal (Syaifudin,2020).

Kerentanan sosial adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk
menghadapi dan beradaptasi terhadap dampak merugikan (negatif) yang ditimbulkan
oleh suatu kegiatan (proyek) atau bencana. Kemampuan tersebut sangat tergantung pada
posisi sosial seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat karena sangat terkait
dengan relasi kuasa untuk mengakses sumber daya, termasuk informasi, dan pengambilan
keputusan. Dengan demikian, kerentanan sosial tidak ditanggung merata oleh semua
orang dalam suatu komunitas atau masyarakat. Dengan demikian, perlu informasi yang
memadai tentang kelompok-kelompok rentan dan potensi dampak yang mereka hadapi
dari program pendaftaran tanah ini.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kabupaten

Kampar (Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang). Jenis penelitian ini adalah mix
methods yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara
kuantitatif dan kualitatif dengan proses panjang dan terarah sehingga data akan
menghasilkan sebuah studi yang lebih baik jika dibandingkan hanya menggunakan satu
metode saja. (Creswell, 2013). Teknik Pengumpulan Data menggunakan metode survei
dan wawancara. Pengambilan sampel dengan metode purposive dan snowball sampling
sebanyak 65 responden pada setiap Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PemahamanMasyarakat Mengenai Pendaftaran Tanah

Survei melibatkan 65 responden di Desa Muara Jalai dan 65 responden pada Desa
Sungai Tonang, hasilnya diketahui bahwa mayoritas responden tergolong pahammengenai
pendaftaran tanah seperti yang tersaji dalam grafik berikut ini:
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Grafik 1. Pemahaman Masyarakat Mengenai Pendaftaran Tanah Pada Lokasi Penelitian

Mayoritas responden paham dengan proses pendaftaran tanah, yang paling
dipahami oleh responden adalah terkait tujuan pendaftaran tanah. Responden memiliki
pemahaman terhadap tujuan pendaftaran tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Di sisi
lain, responden juga memahami konsekuensi jika tidak memiliki sertipikat tanah
diantaranya rawan diklaim oleh pihak lain ataupun sengketa. Temuan ini dapat dijadikan
titik awal penyadaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap untuk menghindari berbagai kemungkinan terjadinya
konsekuensi dari tidak dimilikinya dokumen berupa sertipikat tanah.

Sumber Kerentanan Sosial Yang Dihadapi Oleh Kelompok Rentan
Social vulnerability atau yang sering disebut dengan kerentanan sosial dapat

diartikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya kerapuhan sosial dari
pengaruh bahaya, ancaman, serta bencana yang berpotensi merusak, memberikan
gangguan serta merugikan (Sundari, 2020). Kerentanan sosial melekat pada satu
kelompok di mana kelompok tersebut baik secara mandiri maupun kolektif menghadapi
banyak hambatan untuk dapat merasakan hak-hak mereka yang seharusnya didapatkan.
Turner Bryan dalam Pius Suratman (2006) menyatakan bahwa identifikasi kelompok-
kelompok masyarakat rentan tidak hanya menyangkut kelompok miskin, tetapi juga
kelompok lanjut usia, penyandang cacat, migran dan masyarakat adat atau kelompok
manapun di masyarakat karena pada dasarnya semua kelompok menghadapi kerentanan
yang sebagian besar merupakan hasil hambatan ekonomi, sosial dan budaya yang
membatasi kesempatan untuk dan menghalangi integrasi sosial atau partisipasi
kelompok.

Identifikasi Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat adat,
perempuan, petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan
tanah.

Sumber kerentanan sosial pada masyarakat adat di lokasi penelitian terkait
kepemilikan tanah adalah keberadaan Tanah Soko yang masih banyak belum didaftarkan.
Tanah Soko menjadi bentuk pengaturan kepemilikan tanah yang mengikuti garis
keturunan Ibu (matrilineal). Potensi kerentanan terkait Tanah Soko muncul karena
penguasaan yang tidak diatur secara jelas dan hanya berdasarkan dengan pengaturan adat.
Namun, dalam kaitannya dengan program Pendaftaran Tanah, hal ini juga menjadi
sumber-sumber yang potensial menyebabkan masalah.

Selanjutnya, akses pendaftaran tanah bagi perempuan, secara umum perempuan
memiliki akses untuk memiliki legalitas tanah mereka dalam bentuk sertipikat, termasuk
untuk tanah adat seperti Tanah Soko. Kekhawatiran yang muncul bukan berasal dari
perempuan sebagai subyek atas kepemilikan tanah, melainkan dari tokoh adat yang
selama ini memiliki otoritas atas tanah tersebut. Perempuan diberi akses yang mudah
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untuk mendaftarkan tanah mereka. Dalam praktik pendaftaran tanah di lokasi studi,
biasanya perempuan masih dipengaruhi oleh peran laki-laki. Sehingga pengambilan
keputusan atas tanah tidak murni oleh perempuan sebagai pemilik tanah asli. Pemahaman
dan dukungan dari laki-laki baik suami, paman atau saudara laki-laki sangat dibutuhkan
sehingga perempuan dapat dipastikan memperoleh kebebasan terhadap hak tenurial nya.

Masyarakat marginal merupakan kelompok rentan yang umumnya memiliki
kondisi ekonomi lemah. Menurut Chambers dalam bagong (2005) masyarakat marginal
merupakan kelompok kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat
disebabkan oleh berbagai hal termasuk belenggu kemiskinan dan secara khusus terinci
dalam lima bentuk yaitu kemiskinan, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan
ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan sehingga membentuk
perangkap kemiskinan yang benar-benar menyulitkan peluang bagi keluarga miskin dan
pada akhirnya menimbulkan proses marginalisasi (Bagong, 2005). Pada kajian ini,
kelompok marginal atau terpinggirkan yang menjadi unit kajian terbagi menjadi
pendatang dan petani gurem.

Pendatang di desa-desa objek kajian sebagian menikah dengan masyarakat
tempatan yang kemudian menetap dan membeli tanah. Kemudian, tanah tersebut
dikelola sebagai sumber penghidupan rumah tangga. Ada pula tanah yang dibeli oleh
pendatang tapi tidak diolah, dalam arti hanya membeli saja kemudian tidak berdomisili di
desa dimana tanah tersebut berada. Adanya pendatang yang membeli tanah tetapi tidak
berdomisili pada desatersebut merupakan sumber kerentanan. Berpotensi menimbulkan
sengketa dan menjadi objek perambahan oleh orang lain yang memiliki lahan di
sekitarnya. Hal ini akan diperparah ketika lahan yang dibeli sama sekali tidak dikelola dan
dibiarkan semak, sulit diukur serta dipastikan siapa pemilik lahan tersebut.

Selanjutnya, petani gurem diartikan sebagai petani yang memiliki atau menyewa
lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Untuk jumlah petani gurem di masing-masing
lokasi kajian yaitu sebanyak 978 KK. Kerentanan yang dihadapi oleh petani gurem berupa
belum memiliki dokumen surat tanah, dokumen yang dimiliki umumnya surat perjanian
jual-beli antar dua pihak, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun.
Namun, presentasi petani gurem berdasarkan hasil observasi dan wawancara tidak terlalu
banyak, hanya sekitar 5% dari total responden. Ada anggapan bahwa jumlah tanah yang
sedikit itu tidak perlu untuk dibuatkan sertipikat tanah karena sudah bertahun-tahun
dikelola turun temurun.

Konsekuensi risiko yang dihadapi oleh kelompok Rentan dalam konteks keamanan
tenurial

Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik
tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun
kelompok yang memicu konflik/sengketa tanah. Pemahaman bagaimana atau
kemungkinan terjadinya berbagai risiko terkait keamanan tenurial masyarakat penting
untuk mengetahui potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal.

Persoalan tata ruang masih belum jelas merupakan pendorong kemunculan
berbagai konflik atau masalah pertanahan. Maka konsekuensi risiko tumpang-tindih lahan
akan berpeluang besar terjadi. Hal ini diperkuat dengan posisi tanah sebagai sumber daya
alam yang penting dan vital bagi kehidupan masyarakat menjadi semakin terbatas.
Beberapa kasus perambahan kawasan hutan oleh pendatang yang tidak seharusnya
dilakukan juga menjadi tolok ukur bahwa risiko penyerobotan lahan semakin mungkin
tejadi. Konflik yang muncul pada lokasi penelitian yaitu antara individu dengan individu
berbentuk sengketa lahan dengan presentase yang sangat rendah serta diselesaikan
dengan pendekatan musyawarah dan penyelesaian jalur tingkat tapak.
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KESIMPULAN
Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat adat, perempuan,

petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan tanah. Sumber
kerentanan sosial pada masyarakat adat di lokasi penelitian adalah keberadaan Tanah
Soko yang masih banyak belum didaftarkan. Potensi kerentanan muncul karena
penguasaan yang tidak diatur secara jelas dan hanya berdasarkan dengan pengaturan
adat. Pada kelompok Perempuan diberi akses yang mudah untuk mendaftarkan tanah
namun masih dipengaruhi oleh peran laki-laki, Sehingga pengambilan keputusan atas
tanah tidak murni oleh perempuan sebagai pemilik tanah asli.

Pendatang yang membeli tanah tetapi tidak berdomisili pada desa tersebut
merupakan sumber kerentanan. Berpotensi menimbulkan sengketa dan menjadi objek
perambahan oleh orang lain yang memiliki lahan di sekitarnya. Hal ini akan diperparah
ketika lahan yang dibeli sama sekali tidak dikelola. Sedangkan Kerentanan yang dihadapi
oleh petani gurem berupa belum memiliki dokumen surat tanah, dokumen yang dimiliki
umumnya surat perjanian jual-beli antar dua pihak, bahkan ada yang sama sekali tidak
memiliki dokumen apapun.

Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik
tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun
kelompok yang memicu konflik/sengketa.
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